
S A L I N  A N  

GUBERNURSULAWESITENGGARA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2023 

Mengingat 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubemur 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6739); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6778); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18 .  Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Dacrah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan 

Belanja Daerah, Peraturan Kepala 

Pendapatan dan 

Daerah tentang 

Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.07/2022 

tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana 

Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 813 ) ;  

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 

tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan 



6 

Darnpak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837). 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/ PMK.07 /2021 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik ( BNRI 

Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 

/PMK.07 /2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07 /2021 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 10 ) . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 direncanakan 

sebesar Rp4.745.188.495.205,00 (empat triliun tujuh ratus 

empat puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta 

empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), 

yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; clan 

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 1 huruf a direncanakan Rpl.709 .059.682.981,00 

(satu triliun tujuh ratus sembilan milyar lima puluh 

sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan 

ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rpl.417.378.771.649,00 (satu triliun 

empat ratus tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh 

delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus 

empat puluh sembilan rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b direncanakan sebesar Rp41.311.026.475,00 (empat 

puluh satu milyar tiga ratus sebelas juta dua puluh enam 

ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp64.974.885.668,00 (enam puluh empat milyar 

sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus 

delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan 

rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  huruf d direncanakan sebesar 

Rp185.394.999.189,00 (seratus delapan puluh lima milyar 

tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh 

sembilan rupiah). 

Pasal3 

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar 

Rp1.417.378.771.649,00 (satu triliun empat ratus tujuh 

belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus 

tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 
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(2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp305.622.345.000,00 (tiga ratus lima milyar enam ratus 

dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu 

rupiah). 

(3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp352.797.450.000,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar 

tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima 

puluh ribu rupiah). 

(4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp500.276.700.000,00 (lima ratus milyar dua ratus tujuh 

puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). 

(5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp35.948.704.000,00 (tiga 

puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta 

tujuh ratus empat ribu rupiah). 

(6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf e 

direncanakan sebesar Rp222.733.572.649,00 (dua ratus 

dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima 

ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh 

sembilan rupiah). 

Pasal4 

(1 )  Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp41.311.026.475,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus 

sebelas juta dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh 

lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Retribusi Jasa Umum; 

b .RetribusiJasaUsaha ;dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Dimaksud dalam ayat 

(1) Huruf a Direncanakan Sebesar Rp8.490.000.000,00 

(delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). 

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  

huruf b direncanakan sebesar Rp32.758.026.475 (tiga 
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puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua 

puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.000.000,00 

(enam puluh tigajuta rupiah). 

Pasal 5 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp64.974.885.668,00 (enam puluh 

empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan 

ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh 

delapan rupiah). 

Pasal 6 

(1 )  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 )  huruf d direncanakan 

sebesar Rp185.394.999.189,00 (seratus delapan puluh lima 

milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh 

sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak 

dipisahkan; 

b. Jasa Giro; 

c. Pendapatan Denda Pajak Daerah; 

d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 

e. Pendapatan dari Pengembalian; dan 

f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp373.350.660,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta 

tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah). 

(3) Penerimaan jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf b direncanakan sebesar Rp18.316.232.029,00 (delapan 

betas milyar tiga ratus enam betas juta dua ratus tiga puluh 

dua ribu dua puluh sembilan rupiah). 
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(4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.306.000.000,00 

(tujuh milyar tiga ratus enam juta rupiah). 

(5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.000.000,00 

(sembilan puluh duajuta rupiah). 

(6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp459.116.500,00 

(empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam betas 

ribu lima ratus rupiah). 

(7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rpl58.841.100.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar 

delapan ratus empat puluh satujuta seratus ribu rupiah). 

Pasal 7 

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf b merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat 

direncanakan sebesar Rp3.035.339.074.000,00 (tiga triliun tiga 

puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh 

puluh empat ribu rupiah). 

Pasal 8 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 

sebesar Rp4.983.955.882.836,00 (empat triliun sembilan ratus 

delapan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta 

delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh 

enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

Pasal 9 

(1)  Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar 

Rp3.367.630.059.246,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh 

tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta lima puluh 
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sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Sunga; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp2.026.779.l 72.674,00 (dua 

triliun dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh 

sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus 

tujuh puluh empat rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp979.528.587.223,00 

(sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus dua 

puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua 

ratus dua puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja Sunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp45.097.152.075,00 (empat puluh 

lima milyar sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh 

dua ribu tujuh puluh lima rupiah). 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d 

direncanakan Rp310.895.147.274,00 (tiga ratus sepuluh 

milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus 

empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat 

rupiah). 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga 

triliun tiga ratus tiga puluh juta rupiah). 

Pasal 10 

(7) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp2.026.779. l 72.674,00 (dua triliun dua puluh enam 

milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh 

puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). yang 

terdiri atas: 



12 

a. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara; 

b. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara; 

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 

Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara; 

d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah; 

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah; 

g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan 

h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar 

Rpl.316.095.236.883,00 (satu triliun tiga ratus enam belas 

milyar sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam 

ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). 

(3) Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp249.005.597.566,00 (dua ratus empat puluh sembilan 

milyar lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima 

ratus enam puluh enam rupiah). 

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp352.685.774.473,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar 

enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh 

puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d 

direncanakan sebesar Rp31.564.929.680,00 (tiga puluh 

satu milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan 

ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh 

rupiah). 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
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direncanakan sebesar Rp1.033.047.984,00 (satu milyar tiga 

puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus 

delapan puluh empat rupiah). 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp2.094.973.288,00 (dua milyar sembilan puluh 

empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus 

delapan puluh delapan rupiah). 

(8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 

Rp61.599.216.000,00 (enam puluh satu milyar lima ratus 

sembilan puluh sembilan rupiah dua ratus enam belas ribu 

rupiah). 

(9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan 

sebesar Rpl2.700.396.800,00 (dua belas milyar tujuh ratus 

juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus 

rupiah). 

Pasal 1 1  
(1 )  Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

b direncanakan sebesar Rp862 .718.342.236,00 (delapan 

ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan belas juta 

tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

(1 )  Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat 

ratus lima puluh juta rupiah). 

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar 

Rp169.132.874.565,00 (seratus enam puluh sembilan 

milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh 

puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). 
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(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar 

Rp365.786.757.648,00 (tiga ratus enam puluh lima rnilyar 

tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima 

puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar 

Rp325.777.748.487,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar 

tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh 

delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  huruf e direncanakan sebesar 

Rp54.000.000,00 (lima puluh empatjuta rupiah). 

Pasal 12 

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh 

lima milyar rupiah). 

Pasal 13 

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf d direncanakan sebesar Rp728.607.481.354,00 (tujuh 

ratus dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh juta 

empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh 

empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a direncanakan sebesar Rp72 l.607.48 l.354,00 (tujuh 

ratus dua puluh satu milyar enam ratus tujuh juta empat 

ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat 

rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b direncanakan Rp7.000.000.000,00 (tujuh 

milyar rupiah). 
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Pasal 14 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 

direncanakan sebesar Rp238.767.387.631,00 (dua ratus tiga 

puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga 

ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 15 

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf a merupakan selisih lebih perhitungan 

anggaran Tahun Anggaran sebelumnya yang direncanakan 

sebesar Rp566.269.586.711,00 (lima ratus enam puluh enam 

milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan 

puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah). 

Pasal 16 

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

merupakan Pelampuan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

Pasal 17 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar 

Rp327.502.199.080,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar 

lima ratus dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu 

delapan puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo. 

(2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp327.502.199.080,00 (tiga ratus dua puluh tujuh 

milyar lima ratus dua juta seratus sembilan puluh sembilan 

ribu delapan puluh rupiah). 
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Pasal 18 

(1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan 

Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya 

surplus/(defisit) sebesar Rp-238.767.387.631,00 (minus dua 

ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh 

tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus 

tiga puluh satu rupiah). 

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penenmaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp238.767.387.631,00 (dua ratus tiga 

puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta 

tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh 

satu rupiah). 
Pasal 19 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek 

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek dan Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat 

umum dan bersifat khusus; 
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f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Belanja Bagi Hasil; 

g. Lampiran VII Rincian Dana otonomi Khusus Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, 

Kelompok, jenis, Objek Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 

Bumi dan Pertambangan Gas Alam 

/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

1. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; dan 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 

Provinsi Pada Daerah Perbatasan dalam 

Perda tentang APBD dan Perkada tentang 

Penjabaran APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal20 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

j. Lampiran X 
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Pasal 21  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 

pada tanggal 10 - 1 -  2024 

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.1.K., M.H 

Diundangkan di Kendari 

pada tanggal 1 0 - 1 -  2024 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ASRUN LIO 

SERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 1 

alinan sesuai dengan aslinya 

K&pa}a Biro Hukum 

.H. M.Hum 
N I E .  19710929 199603 1 001 


